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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menejabarkan tentang Perspektif Hak Asasi Manusia dalam 

Pengambilan Kebijakan Dispensasi Kawin dan Implikasi dari Kebijakan Dispensasi Kawin di 

Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskripstif. Hasil 

ditemukan bahwa permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara semakin meningkat 

sebelum ataupun setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dispensasi kawin yang 

seharusnya diajukan karena alasan mendesak, tetapi pada masyarakat Kabupaten Jepara masih 

sangat mudah untuk mendapatkan diluar alasan yang mendesak. Pernikahan memanglah hak 

manusia, namun ada kewajiban yang harus ditaati karena kita masih berlindung dibawah hukum. 

Apabila hal tersebut dilakukan sama saja dengan melanggar Hak Asasi Manusia karena telah 

memperbolehkan pernikahan dibawah usia. 

Kata kunci: Pernikahan dini, Dispensasi Kawin, Hak Asasi Manusia. 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to describe the Human Rights Perspective in Marriage Dispensation Policy 

Making and the Implications of the Marriage Dispensation Policy in Jepara Regency. This 

research uses a qualitative method that is descriptive in nature. The results found that 

applications for marriage dispensation in Jepara Regency increased before or after the 

amendment to the Marriage Law. Dispensation of marriage which should be submitted for 

urgent reasons, but in the Jepara Regency community it is still very easy to obtain outside of 

urgent reasons. Marriage is indeed a human right, but there are obligations that must be 

obeyed because we are still sheltered under the law. If this is done, it is tantamount to violating 

human rights because it has allowed underage marriage. 

 

Keywords: Early marriage, Marriage Dispensation, Human Rights 
 
 
A. PENDAHULUAN 
 

Pada dasarnya manusia adalah 

makhluk sosial yang membutuhkan 

orang lain untuk bertahan hidup. Untuk 

bertahan hidup tentunya harus 

memiliki kebutuhan yang bisa 

terpenuhi seperti sandang, pangan, dan 

papan. Selain itu, manusia juga perlu 

untuk mempertahankan keturunan-

nya, untuk mempertahankan keturunan 

manusia harus melakukan perkawinan 

dengan lawan jenis sesuai dan dengan 

peraturan dan aturan di agama masing-

masing orang.  

Bagaimana dengan fenomena 

terjadinya pernikahan dini yang marak 

terjadi? Pernikahan dini dapat 

dikatakan sebagai sebuah perkawinan 

dibawah umur yang target 

persiapannya jauh dari kata maksimal 

persiapan fisik, persiapan mental, juga 

persiapan materi (Mohammad Dlori, 

2005) Karena pernikahan dini 

memiliki dampak yang negatif seperti 

dampak pada perempuan yang dari 

sistem reproduksinya belum matang, 

juga pada kesiapan mentalnya yang 

belum stabil untuk menjalankan 

kehiduan rumah tangga yang bisa me-

ngakibatkan perceraian dan merusak 

masa depan orang.  

Seperti yang diketahui, 

pemerintah sudah membuat regulasi 

yang mengatur batas minimal usia 

pernikahan seseorang sebagaimana 

yang tertera dalam undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang batas 



minimal usia pernikahan. Pada tanggal 

14 Oktober 2019 presiden Joko 

Widodo mengesahkan undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan yang diubah dengan 

undang-undang Republik Indonesia 

nomor 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas undang-undang nomor 

1 tahun 1974 tentang perkawinan yang 

kemudian mulai berlaku pada tanggal 

15 Oktober 2019 setelah diundangkan 

oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo 

di Jakarta (UU No 16 tahun 2019 

tentang perubahan atas UU No 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, 2019) yang 

mana usia minimal pernikahan adalah 

19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.  

Dilihat dari ayat 2 ini 

pemerintah menekankan jika terjadi 

penyimpangan batas umur 

sebagaimana yang ada dalam ayat 1, 

yang bersangkutan harus meminta 

disepensasi kepada pengadilan agama 

setempat dengan disertai bukti-bukti 

yang cukup. Apabila dilihat dari 

ketetapan pasal atas kebolehannya 

dalam melaksanakan perkawinan di 

usia anak, dapat menimbulkan 

ketidakjelasan hukum pada penerapan 

perlindungan anak di Indonesia yang 

seharusnya mencegah perkawinan di 

usia anak.  

Di Kabupaten Jepara yang 

melatarbelakangi terjadinya remaja 

melakukan perkawinan dini adalah 

masalah pendidikan, budaya, ekonomi 

dan pergaulan bebas yang berakibat 

hamil diluar nikah atau married by 

accident (MBA). Di Kabupaten Jepara 

rata-rata orang yang melakukan 

pernikahan dini adalah yang memiliki 

status pendidikan dengan status putus 

sekolah. Alasan mereka putus sekolah 

adalah karena tidak adanya biaya 

sekolah, sehingga mereka lebih 

memilih untuk keluar dari sekolah dan 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

mereka.  

Dari banyaknya perkara 

dispensasi nikah di tingkat Kabupaten 

Jepara ini adalah karena dari masing-

masing kecamatan yang membuat 

angka perkawinan dini meningkat. 

Peraturan atas batas minimal usia 

pernikahan dan peraturan pengajuan 

dispensasi nikah di Jepara sebenarnya 

sudah ada, namun tidak banyak 

masyarakat yang merespon baik atas 

peraturan dan kebijakan perihal 

pernikahan dini.  

Hal itu yang membuat 

pernikahan dini di Jepara masih 

menjadi masalah yang tidak kunjung 

usai. Dengan begitu untuk menekan 

angka pernikahan dini di Jepara 

diharapkan ada kolaborasi antar lintas 

sektor yang berkaitan sehingga peran 

pemerintah daerah atas kebijakan 



dispensasi nikah dapat tersalurkan ke 

masyarakat secara merata.  

Pernikahan dini termasuk 

dalam pelanggaran hak-hak anak yaitu 

hak hidupnya sehingga tidak dapat 

meneruskan atau melanjutkan 

pendidikannya lagi, selain itu 

pernikahan dini juga dapat 

mengakibatkan anak perempuan 

memiliki resiko kematian yang tinggi 

ketika melahirkan dibandingan dengan 

seorang perempuan yang memiliki 

cukup umur. Pernikahan dini 

berdampak pula pada psikologis anak 

perempuan yaitu cemas, depresi, 

bahkan dapat menyebabkan bunuh diri. 

Penelitian ini mengkaji 

mengenai pernikahan dini dan 

permohonan dispensasi kawin yang 

diajukan merupakan pelanggaran hak 

asasi manusia dan anak, serta 

menjelaskan implikasi dari penetapan 

kebijakan dispensasi kawin. 

 

B. PEMBAHASASAN 

Pernikahan Dini dalam Perspektif 

Hak Asasi Manusia 

Maraknya pernikahan dini di 

Kabupaten Jepara menjadi salah satu 

pemicu hak mereka sebagai anak 

terampas. Seorang anak berhak 

menikmati hak asasi manusia dan 

memiliki kebebasan yang penuh, 

sebagaimana mestinya hak asasi 

manusia yang merupakan  hak dasar 

manusia yang dibawa sejak lahir yang 

berasal dati Tuhan yang Maha Esa. 

Anak adalah sebuah tahapan proses 

perkembanagan manusia berawal dari 

dalam kandungan hingga berusia 18 

tahun. Di usia tersebut, anak belum 

memiliki jiwa yang stabil ataupun 

belum dewasa, sehingga perlu 

mendapatkan perlindungan. Sementara 

disisi lain, hak asasi anak belum 

sepenunya dapat diterima seperti 

layaknya hak atas kesehatan, 

pendidikan, maupun perkembangan 

pertumbuhannya. Dimana dari hak-hak 

tersebut terdapat satu kondisi yang 

membuat hak-hak lain terhambat.  

Pernikahan maupun percerain 

memanglah hak asasi manusia, namun 

dalam melaksanakannya sebagai 

masyarakat yang berlindungan hukum 

harus menaati peraturan yang ada. 

Masyarakat sebagai penduduk sipil di 

Negara Indonesia memiliki ikatan 

hukum atas regulasi Undang-Undang 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 

begitu juga dengan UU Perkawinan. 

Ketika hak asasi manusia 

dikedepankan. 

Pernikahan dalam perspektif 

hak asasi manusi adalah haknya. 

Pernyataan beliau sesuai dengan 

Universal Declaration of Human 

Rights atau DUHAM juga mengatur 



mengenai perkawinan yang diretifikasi 

oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

dimana retifikasi dalam DUHAM yang 

diterjemahkan harus tunduk dalam 

hukum suatu negara.  

Maka pilihan manusia 

termasuk pernikahan dan perceraian 

adalah hak asasi manusia dan negara 

harus melindungi karna hak warga 

negara, namun kembali lagi bahwa 

negara mempunyai Undang-Undang 

perlindungan anak, perkawinan, dan 

hak asasi manusia yang harus selaras. 

Sehingga seseorang yang ingin 

melakukan perkawinan karena hak 

asasi manusia mereka dapat 

terlindungi, namun ketika regulasi 

hukum kita memberi batasan maka hak 

asasi manusia harus disesuaikan 

dengan negara kita.  

 

Dispensasi Kawin dalam Perspektif 

Hak Asasi Manusia 

Dalam Hak Asasi Manusia 

menegaskan bahwasannya anak adalah 

seseorang yang berusia 18 tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang 

ada didalam kandungannya. Karena 

dispensasi kawin merupakan 

pengecualian maka pada pengecualian 

tersebut dibutuhkan kejelian dalam 

menetapkan perkara dispensasi kawin 

agar putusan dispensasi tidak 

bertentangan ataupaun melanggar 

Undang-Undang. 

Hak asasi anak harus diakui dan 

dilindungi sejak dari kandungan sesuai 

dengan Pasal 52 UU (2) Undang-

Indang Nomor 39 Tahun 1999 dimana 

hak anak merupakan hak asasi manusia 

yang kepentingannya hak anak diakui 

dan dilindungin oeh hukum sejak 

dalam kandungan. Lalu dilanjutkan 

dengan Pasal 53 (1) yang mengatakan 

bahwa sejak anak berada dalam 

kandungan, berhak untuk hidup, 

mempertahankan hidup, dan 

meningkatkan taraf hidupnya.  

Sehingga penetapan dispensasi 

nikah karena hamil yang diberikan 

oleh hakim adalah putusan yang tepat, 

dengan dasar pertimbangan hamil bagi 

penulis tidak melanggar hak asasi 

manusia karena memiliki upaya untuk 

menyelamatkan hak-hak baik dari 

calon ibu dan hak dari calon anak yang 

sedang dikandung, maka hak tersebut 

wajib untuk dilindungi.  

Pemberian dispensasi nikah 

kepada anak dibawah umur dan tanpa 

alsan yang jelas akan berakibat buruk 

pada anak seperti kekerasan seksual, 

terhambatnya pendidikan mereka, 

hingga terancamnya kesehatan 

reproduksi mereka. Hal tersebut sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Pasal 58 ayat (1) tentang 



Hak Asasi Manusia yang menyatakan 

bahwa anak berhak mendapatkan 

perlindungan hukum dari segala 

bentuk kekerasan, penelantaran anak, 

dan pelecehan seksual selama dalam 

pengawasan orang tua atau pihak lain 

yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan anak tersebut.  

Misalnya masyarakat 

Kabupaten Jepara yang masih 

memiliki pemikiran yang melakat 

dengan budaya serta pemikiran yang 

dengan umur sekian belum menikah 

akan dianggap sebagai "perawan 

kasep" dan sengaja berhubungan intim 

dengan pasanngannya yang 

mengakibatan hamil diluar nikah atau 

dengan alasan untuk menghindari zina 

tentu saja tidak apat dibenarkan.  

Terdapat hak untuk 

mengajukan dispensasi nikah namun 

disisi lain ada kewajiban untuk 

menjaga norma, maka dari itu untuk 

mengajukan dispensasi nikah harus 

dapat dibenarkan dengan norma yang 

baik dalam agama maupun 

masyarakat. Sehingga pemberian 

permohonan dispensasi nikah secara 

tidak langsung adalah melanggar 

undang-undang karena mengizinkan 

melaksanakan pernikahan dibawah 

umur.  

 

Implikasi Kebijakan Dispensasi 

Kawin di Kabupaten Jepara 

Peningkatan permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Kabupaten Jepara sejak berlakunya 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 jumlahnya terbilang cukup tajam. 

Dispensasi nikah bukan berarti tidak 

memberikan dampak pada pasangan 

yang telah melakukan perkawinan 

setelah dikabulkannya permohonan 

dispenasi nikah.  

Dispenasasi nikah yang 

diberikan oleh pasangan yang 

melakukan pernikahan dini 

memberikan dampak bagi kehidupan 

masyarakat terutama pada pelakunya. 

Akibat dari terjadinya pernikahan dini 

akan berdampak buruk karena usia 

yang belum matang dan kedewasaan 

pelakunya. 

 

Dampak Negatif Dispensasi Kawin 

di Kabupaten Jepara 

(Hasan, 2018) menerangkan 

bahwa pernikahan dini tidak hanya 

berdampak pada perempuan dan anak 

yang dilahirkan namun juga 

berdampak pada laki-laki yang di mana 

dalam pernikahan seseorang yang 

belum mencukupi umur pernikahan 

sehingga mereka merasa belum 

mampu untuk dibebani pekerjaan yang 

memerlukan fisik untuk memperoleh 



penghasilan untuk mencukupi 

kebutuhan keluarganya.  

Melalui pengabulan permohonan 

dispenasi dampak yang terbesar adalah 

perceraian di usia yang relatif muda di 

masyarakat Kabupaten Jepara. 

Kecenderungan yang terjadi pada 

masyarakat adalah dengan banyaknya 

yang dikalbukan dispensasi nikah oleh 

Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, 

maka semakin banyak pula angka 

perceraian di daerah tersebut. Masih 

banyak masyarakat terutama pada 

pelaku pernikahan dini dan orang tua 

pelaku yang beranggapan bahwa 

dispensasi merupakan pelunak agar 

dapat melaksanakan perkawinan 

dibawah umur dengan alasan apapun.  

Putusan dispensasi nikah akan 

memiliki peran yang akan mengubah 

perilaku dan meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat. Sebagai penentu 

permohonan dispensasi seharusnya 

memperhatikan dampak terhadap 

pemohon dan anak yang melakukan 

pernikahan, selain itu dampak yang 

secara tidak langsung dirasakan oleh 

masyarakat terhadap adanya penetapan 

dispensasi nikah. Banyaknya 

penetapan permohonan dispensasi 

akan membuat asyarakat mengajukan 

perkara dengan harapan akan 

mendapatkan despensasi kawin secara 

mudah. 

Dampak Positif Dispensasi Kawin di 

Kabupaten Jepara 

Pengajuan permohonan 

dispensasi nikah yang ternyata 

memberikan dampak dampak positif 

yang meskipun lebih sedikit daripada 

dampak negatif. Melalui wawancara 

dengan Kepala Pengadilan Agama 

Kabupaten Jepara menerangkan 

dampak positif dari pernikahan dini 

sendiri adalah dari segi agama yaitu 

mereka tidak melanggar hukum Islam 

karena mereka tidak berzina. Sehingga 

setelah dikabulkannya permohonan 

dispensasi nikah, mereka tidak perlu 

khawatir lagi karena telah diberikan 

izin menikah melalui penetapan 

dispensasi. 

Terutama kepada perenpuan 

yang sudah hamil atau hamil di luar 

nikah anak penagjuan permohonan 

dispensasi nikah merupakan jalan yang 

tepat. Namun alasan hamil di luar 

nikah harus dilihat terlebih dahulu 

kondisinya seperti apa yaitu kondisi 

hamil di luar nikah dengan laki-laki 

yang menghamilimya atau yang kedua 

perempuan yang hamil kemudian 

dinikahkan dengan laki-laki yang 

bukan menghamilinya apabila laiki-

laki yang ingin bertanggung jawab atas 

kehamilan maka boleh untuk 

dinikahkan. Dengan begitu maka 

pemohon tidak merasa dikucilkan dari 



masyarakat melalui penepatan 

dispensasi nikah. 

 

Dispensasi Kawin Anak di Bawah 

Umur: Upaya Sia-Sia Perubahan 

Undang-Undang Perkawinan No 1 

Tahun 1974 

Pada dasarnya penetapan batas 

usia kawin memiliki tujuan untuk 

kemaslahatan dan kebaikan terutama 

untuk calon suami dan istri. Maka dari 

itu undang-undang perkawinan 

diperlukan syarat-syarat dalam 

melaksanakan pernikahan yang 

memiliki tujuan salah satunya untuk 

melarang anak-anak dibawah umur 

untuk menikah, sehingga terciptanya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yang 

diperbaharui menjadi Undang-Unadng 

Nomor 16 Tahun 2019, dimana 

sebelumnya mengatur batas usia 

wanita berusia 16 tahun dan pria 

berusia 19 tahun.  

Dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2019 atas perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan pada pasal 7 yang 

menyatakan bahwa perkawinan dapat 

dilaksanakan dan diizinkan ketika pria 

dan wanita telah mencapai usia 19 

tahun apabila terjadi penyimpangan 

maka dapat meminta atau mengajukan 

dispensasi kawin. Menurut 

Kurniawati, R. D. (2021) diharapkan 

kenaikan batas usia dari yang 

ditetapkan sebelumnya akan 

memebrikan dampak yang baik dalam 

kelangsungan hidup bernegara, seperti 

laju kelahiran lebih rendah, reisiko 

kematian ibu dan anak yang menurun, 

dan yang terpenting adalah akses 

pendidikan anak wajib belajar 12 tahun 

agar anak-anak dapat mencapai 

pendidikan setinggi mungkin. 

Meskipun sudah ada batasan usia 

dalam pernikahan di Undang-Undang 

ini nyatanya dispensasi kawin anak di 

bawah usia masih banyak terjadi, hal 

ini didukung besar oleh budaya dan 

pergaulan yang bebas. Untuk dapat 

memaksimalkan hal ini, dibutuhkan 

sosialisasi dan edukasi juga perubahan 

budaya yang progresif sehingga 

masyarakat lebih peduli bahwa dengan 

melakukan dispensasi kawin anak itu 

bukan seolah-olah masalah hukum 

agama saja, tapi ada faktor lain yg 

harus dipikirkan (kemiskinan 

structural, kesehatan Ibu muda, dll).   

Dibutuhkan pula kerja sama 

dengan berbagai pihak terutama 

bersama orang tua untuk membentengi 

anak-anaknya agar tidak terjerumus 

pada hal-hal yang tidak dibenarkan 

seperti hubungan dengan laki-laki yang 

tidak dibenarkan dengan cara 

memberikan pendidikan sejak dini dan 



pengawasan orang tua yang cukup 

pada anak terutama pada pergaulan 

mereka. Dibutuhkan kolaborasi antara 

pemerintah dan lembaga yang 

bersangkutan untuk dapat memberikan 

semacam sosialisasi atau arahan agar 

masyarakat dapat memahami 

mengenai kebijakan dispensasi serta 

dampak-dampaknya. Pada 

sosialisasinya tidak lupa juga 

memberikan penyuluhan mengenai 

perubahan undang-undang dan 

bijaknya dalam mengajukan 

permohonan dispensasi kawin agar 

tidak terus meningkat.  

 

C. Penutup 

Kesimpulan 

Pengajuan dispensasi kawin 

memanglah hak setiap warga negara 

karena telah tercantum pada undang-

undang, namun sebagai warga negara 

yang dilindungi hukum maka memiliki 

kewajiban terhadap undang-undang, 

agama, dan masyarakat yang mana 

antara hak dan kewajiban harus 

seimbang dan bukan hak saja yang 

dikedepankan. Dalam pengambilan 

permohonan dispensasi seharusnya 

memiliki kriteria-kriteria yang sesuai, 

sehingga ketika masyarakat ingin 

mengajukan mereka punya batasan-

batasan agar tidak menjadi multitafsir. 

penetapan permohonan 

dispensasi yang terlalu mudah maka 

masyarakat akan menganggap mudah 

untuk urusan pernikahan dibawah usia 

dan juga hubungan diluar nikah. 

 Sesuai dengan masyarakat 

Kabupaten Jepara yang masih melekat 

dengan pemikiran dan budaya perihal 

pernikahan dibawah usia, sehingga 

dengan penetapan dispensasi nikah 

yang dimudahkan akan menimbulkan 

pemikiran masyarakat Kabupaten 

Jepara untuk lebih memudahkan 

mengajukan dispensasi dengan alasan 

untuk menghindari fitnah atau zina. 

Dampak positifnya dengan 

perempuan yang sudah hamil diluar 

nikah makan pengajuan dispensasi 

kawin merupakan jalan yang tepat. 

 

Saran 

Sampai saat ini belum ada solusi 

yang dapat menangani dispensasi 

kawin dalam pernikahan dini. Salah 

satu alasan meningkatnya pernikahan 

dini karena tidak ada kesadaran dari 

masyarakat sendiri perhial resiko dari 

pernikahan dini. Maka dari masyarakat 

sendiri khususnya para orang tua juga 

harus meningkatkan pengawasan pada 

pergaulan anak-anaknya dengan 

zaman yang semakin maju ini. 

Kemudian dibantu bersama 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara 



yang perlu digencarkan mengenai 

sosialisasi dan penyuluhan mengenai 

perubahan Undang-Undang agar tidak 

adanya kesalah pahaman untuk 

memahami Undang-Undang ini.  

Kepada seluruh lembaga atau 

instansi yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan dalam mengawasi 

Undang-undang agar lebih progresif  

dan lebih tepat dalam merubah 

undang-undang karena ditujukan 

kepada masyarakat serta disesuaikan 

dengan kondisi zaman. Karena hukum 

atau undang-undang yang dibuat oleh 

pemerintah harus mencerminkan 

keadilan dan kesetaraan hukum agar 

tidak ada masyarakat yang merasa 

terdiskriminasi. Negara juga harus 

bertindak lebih tegas perihal 

pelanggaran Hak Asasi Manusia 

dengan mempertimbangkan ketentuan 

yang telah disepakati baik dalam ranah 

dan internasional. 

Dengan demikian studi 

mengenai ilmu sosial masih diperlukan 

lebih lanjut terutama perihal 

pernikahan dini dalam dispensasi 

kawin. Kekurangan dalam akses 

informasi data dispensasi kawin yang 

diajukan antara di DP3AP2KB 

Kabupaten Jepara dengan Pengadialan 

Agama Kabupaten Jeapara karena 

adanya perbedaan jumlah pada 

penelitian ini, diharapkan menjadi 

perbaikan dan acuan dalam penelitan 

selanjutnya agar adanya keseimbangan 

informasi tersebut. Pada penelitian 

kedepan nantinya dapat memperkaya 

referensi dalam menekan fenomena 

pernikahan dini dalam pengambilan 

keputusan dispensasi kawin. 
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